
WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 2 TAHUN 2OO7

TENTANG

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

a. bahwa, pelaksanagr pembangunan, adalah realisasi
RPIM/RKPD atau kebijakan pemerintah lainnya dalam
wujud kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan
SKPD maupun yang dilaksanakan oleh kelurahan, melalui
kegiatan bantuan pemerintah yang memerlukan peran

sefta masyarakat;
b. bahwa, pembangunan yang memerlukan peran-sefta

masyarakat perlu diupayakan penguatan keberadaan
lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan ;

c. bahwa, berdasar pertimbangan sebagaimana dimaKud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pembangunan Partisipatif Kota Kediri.

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota lesar dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Ttngah, Jawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakafta (Berita

Negara RI Tahun 1950 Nomor 45) ;



Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Nomor aa37) ;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor aa37) ;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73

Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negra Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah ;
Peraturan Walikota Nomor lTahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri

Tahun 2005 - 2009.

: 1. Surat Menteri Dalam Negeri R.I Nomor :4t4.212435/Sl,

tanggal 24 Nopember 2005 perihal Pedoman Umum
Pengelolaan Pembangunan Paftisipatif.

2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 4IL.214827120612005

tanggal 30 Mei 2005 tentang Dana Sharing Pelaksanaan

Penerapan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif
(SMPP) Tahun Anggaran 2006.

3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 0501L0672102212005

tanggal 9 Nopember 2005 tentang Pelabanaan Kegiatan

Secara Padat Karya.

MEMUTUSKAN

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG

PARTISIPATIF KOTA KEDIRI

3.

4.

5.

6.

7.

PEMBANGUNAN



Pasal 1

rnbangunan paftisipatif kota Kediri adalah sebagai

gringkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan'

, monitoring dan evaluasi pembangunan kelurahan yang terintegrasi

;Tegram pembangunan kota Kediri.

Pasal 2

rnrbangunan paftisipatif kota Kediri adalah untuk :

a:'rrgkatkan peranserta masyarakat dalam setiap tahapan proses

Ftangunan.
klrong tumbuhnya kesadaran, dan tanggung jawab, serta keswadayaan

nasarakat dalam pelaksanaan maupun pemilikan pembangunan.

Pasal 3

pembangunan partisipatif mencakup:

rendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang

Hepentingan terhadap pembangunan.

*ndekatan atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up), yaitu

Jiairsana kan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.
aendekatan Sosial Kondisional, yaitu pendekatan yang menitik-beratkan pada

rrargrgulangan atau perbaikan li ngkungan fisi k.

Pasal 4

rngkup dan jenis Kegiatan :

f,.arrg lingkup pembangunan paftisipatif, meliputi kegiatan pembangunan

-:lgpn 
mengutamakan partisipasi masyarakat mulai tahap perencanaan,

E*sanaa n/pengelolaa n, mon itori ng, sa mpai pelesta riannya.



lenis kegiatan pembangunan partisipatif, berupa pembangunan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan yang hanya memerlukan

teknologi sederhana.

Pasal 5

pengelolaan pembangunan partisipatif,

Pelaksanaan kegiatan dikelola oleh masyarakat secara langsung, dengan

pendampingan Tim Teknis Kecamatan dan pembinaan dari Tim Koordinasi

Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung-jawabkan baik secara teknis

maupun administratif ;
Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri

dalam wadah organisasi masyarakat.

PaSsl 6

biayaan atas penyelenggaraan pembangunan paftisipatif dibebankan kepada

Kota Kediri pada Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

desa. Kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa (L.22.L7.03)

s'rradaya masyarakat.

Pasal 7

dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan partisipatif

peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.

Pasal 8

n tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Partisipatif

formulir penatausahaan Pembangunan Paftisipatif Kota

kota Kediri dan

Kediri tercantum

Lampiran I dan Lampiran II peraturan ini.



Pasal 9

Rraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

lqar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

talikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal LQ. Februari 2OO7
T.SGKAN DALAM BL,RITA DAbn, '^ ,

KOTA KEDIRI. .
lcc1 pnon rcril

qwaurorA KEDIRI, {

-

\\_

\ 
H. A. MASCHUT

\



I. PENDAHULUAN

AR, BELAKANG

falam rangka memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang

besar dan beraneka ragam, sementara sumber daya yang terbatas baik
<ualitas maupun kuantitas, maka perlu disusun suatu kebijakan yang dapat

si berbagai kebutuhan dan tuntutan tersebut. oleh karena itu
n Pembangunan Partisipatif menjadi rujukan utama dalam upaya

i pembangunan berkelanjutan, yang ditandai oleh besarnya rasa memiliki
=nggung jawab dari masyarakat.

Pembangunan partisipatif adalah program pembangunan yang bertumpu
masyarakat, dengan melibatkan sebesar mungkin peran masyarakat mulai

Derencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, hingga monitoring dan
ngannya. Pendekatan ini dimulai dengan keikutsertaan masyarakat

pelaku utama (stakeholders) dalam proses perencanaan pembangunan,

:!-a masyarakat diyakini paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan,
lkjr, sistem nilai, perilaku dan adat istiadat serta kebiasaan dilingkungannya.

Pembangunan partisipatif di kota Kediri, merupakan salah satu wujud
pembangunan partisipatif yang menempatkan semua pelaku

n, termasuk kesetaraan gender, sehingga masyarakat menjadi
dan pelaku utama dari perencanaan, pengelolaan kegiatan sampai dengan

nrfioring dan evaluasi pembangunan.

IAI(SUD DAN TUJUAN

Pembangunan partisipatif di kota Kediri dimaksudkan, sebagai upaya
F-trgkatan peran sefta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
traoring dan evaluasi pembangunan kelurahan yang terintegrasi datam
tm$anaan program pembangunan kota.

Tujuan pembangunan partisipatif adarah, agar program pembangunan
er-rahan yang aspiratif/partisipatif dapat terintegrasi dalam program
*gmn Partisipatif Kota Kediri I



nan kota, melalui proses dan proseduryang mengikutsertakan

tanggungjawab dalam, sehingga pada masyarakat tumbuh rasa

n dan pemilikan pembangunan.

-4uan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Rr,ngkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan masyarakat setempat,
sr-'rgEa mampu menerapkan berbagai pendekatan, metode dan tehnik
rFa]emen pembangunan (mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan
rrfrrcri'toring dan evaluasi).
rtr ngkatkan peranserta masyarakat dalam setiap tahapan proses

-rrbangunan.ttryhasilkan rencana/usulan kegiatan pembangunan kelurahan, yang akan
jireiola masyarakat sendiri.
rtndslent tumbuhnya kesadaran, dan tanggung jawab, sefta keswadayaan

'resrara kat dala m pelaksanaan maupun pemilikan pembangunan.

G LINGKUP DAN JENIS KEGIATAN

hrang Lingkup

Program ini merupakan kegiatan pembangunan untuk seluruh kelurahan,

; Fntuk dan jumlah kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
n komponen kegiatannya mencakup: menunjang kegiatan pembangunan

ahan dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam

lenis Kegiatan

Pembangunan partisipatif, merupakan salah satu program pemberdayaan

daya kelurahan, dilakukan melalui kegiatan : pembangunan dan
iharaan sarana dan prasarana kelurahan yang hanya memerlukan teknologi

na (misalnya : jalan, saluran drainase, saluran irigasi, pertanian, pasar
han), yang ditunjang swadaya masyarakat dan melibatkan pekerja dari
han setempat.

Paftisipatif Kota Kediri



P PENGELOLMN

bgelolaan dan penyaluran anggaran pembangunan partisipasi ini

pada prinsip :

kegiatan harus diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan

rr-car dan terbuka.

E.?rakdt harus berperan aktif dalam seluruh proses / tahap pelaksanaan.

iarh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis

l.a-cun administratif.

-asr kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri

ae- rvadah organisasi masyarakat.

II. ORGANISASI.

KOORDINASI KOTA KEDIRI.

-nn Koordinasi Kota Kediri terdiri dari : Walikota Kediri selaku penanggung

:m koordinasi diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan beranggotakan dari

Han Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Bagian Pembangunan,

(euangan, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

3an Camat, serta unsur Dinas Teknis terkait.

lm Koordinasi Kota Kediri bertugas :

Yrerryusun Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif Kelurahan ;
uenetapkan alokasi plafon anggaran masing-masing kelurahan berdasarkan

---usan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah rumah tangga miskin ;
r{sakukan kegiatan sosialisasi / penyebarluasan informasi dan menyediakan

=? tentang Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di tingkat kota ;
veakukan kegiatan pembinaan, kepada Tim Teknis Kecamatan ;
v€-r1[gpi penilaian dan persetujuan atas usulan Rencana Kerja Kegiatan

i-(K), dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dari Tim Pelaksana Kegiatan

rerurahan ;
n vsakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat

-e,alui kecamatan ;

bgtpn Partisipatif Kota Kediri



uelaporkan perkembangan / hasil kegiatan kepada Walikota ;
tronitoring dan evaluasi.

TEKNIS KECAMATAN

Tim Teknis Kecamatan terdiri dari : camat selaku penanggung jawab, tim
kecamatan diketuai oleh Kasi pembangunan Kecamatan dan

dari unsur kecamatan dan dinas teknis terkait.

Tlm Teknis Kecamatan beftugas :
t{elakukan kegiatan sosialisasi / penyebarluasan informasi dan menyediakan
=ta tentang Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di tingkat kecamatan ;
vemberikan bimbingan teknis kepada Tim Peiaksana Kegiatan Kelurahan,
=nbng Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan (RKK), dan Rencana Anggaran
Sanja (RAB) berdasarkan harga setempat (kerurahan lokasi kegiatan) ;
3ertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang berasal dari ApBD, dan
:€rkembangan pelaksanaan kegiatan ;
ue{akukan monitoring/pengendalian dan evaluasi pelaksanaan setiap proses
?'r'rap kegiatan ;
velaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada
rtralikota melalui Tim Koordinasi Kota Kediri ;
uenangani pengaduan masyarakat yang timbur di tingkat kecamatan.

TIr| PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pembangunan partisipatif di
kelurahan adalah Lurah. Tim pelaksana Kegiatan Kelurahan CrpKK)

k melalui musyawarah kelurahan, yang terdiri dari unsur LPMK, perangkat

, tokoh masyarakat, dan ormas yang lain.

Sr,rsunan TPKK meliputi : Ketua, sekretaris, Bendahara, dan anggota,
diperlukan dapat dibentuk seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

anggota TPKK dengan memperhatikan kriteria mampu, jujur, dan
mencurahkan waktu untuk kegiatan.

Adapun tugas Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Parttsipatif Kota Kednr



lcama Pemerintah Kelurahan, LPMK melakukan sosialisasi dan

:eryebarluasan informasi di tingkat kelurahan ;
t'relaksanakan musyawarah kelurahan untuk mempersiapkan pelaksanaan

r:giatan;

3epartisipasi dan mendorong masyarakat dalam penggalian gagasan

:€rlyusunan rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran, serta partisipasi

-asyarakat ;
t+engajukan Usulan RKK dan RAB sesuai hasil musyawarah kelurahan kepada

,ialikota melalui Camat ;

-ertanggungjawab 
(membuat SPJ) atas penggunaan dana, dan operasional tim

<elurahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan ;
rrelaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada

,'ialikota melalui Camat ;
Uenangani pengaduan masyarakat yang timbul, di tingkat kelurahan

STRUKTUR ORGANISASI

TIM KOORDINASI
KOTA KEDIRI

+
TIM TEKNIS
KECAMATAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN
KELURAHAN

MASYARAKAT KELURAHAN

Garis Koordinasi

Garis Pengawasan

Garis Bantuan / Informasi

KELOMPOK
PROFESI

l4ongunan Partisipatif Kota Kediri



III. PELAKSANAAN

TIAP PERSIAPAN

Tahap persiapan meliputi :

: Sosialisasi secara berjenjang di tingkat kota dan kecamatan.

DIAP PERENCANAAN

Tahap Perencanaan meliputi :

D tingkat kelurahan, :

Camat dan Lurah bersama dengan : LPMK mengadakan sosialisasi program

kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, wanita, RT/RW dan

elemen masyarakat lainnya, sekaligus musyawarah untuk pembentukan

Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan OPKK), dan penetapan jenis dan

besaran swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pmbangunan

partisipatif .

TPKK menyusun Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja

(termasuk jenis dan besaran swadaya masyarakat), dengan diketahui oleh

Ketua LPMK, dan pengesahan Lurah;

Dalam penyusunan RKK dan RAB mendapat bimbingan teknis oleh Tim

Teknis Kecamatan ;

Dalam rangka mendapatkan hasil perencanaan yang optimal khususnya

pada jenis konstruksi, Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan CFPKK) harus

membuat rencana kerja yang memuat :

. Gambar teknis,

/ Uraian perhitungan,

. denah lokasi, dan dokumentasi (foto) lokasi 0olo,

/ dan kelengkapan lainnya.

Baru kemudian disampaikan ke Tim Koordinasi Kota, melalui camat.

6bJotEunan Partisipatif Kota Kediri



:rgkat kecamatan
-n Teknis Kecamatan melakukan verifikasi kelayakan atas rencana kerja

(egntan dan rencana anggaran belanja, serta kelengkapan administrasi

.zng diajukan TPKK.
-n Teknis Kecamatan memberi rekomendasi usulan RKK dan RAB yang

: usulkan TPKK, baru kemudian menyampaikan kepada Walikota melalui

-m Koordinasi Kota.

Koordinasi Kota memberi penilaian dan menetapkan keputusan

Frtujuan atas usulan Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran

har;a yang diajukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan.

PELAKSANAAN

-ahap Pelaksanaan meliputi:

lr :ngkat kelurahan, pada prinsipnya setelah selesai dilaksanakan persiapan

=^ perencanaan, yang ditandai dengan telah disetujuinya RKK dan RAB oleh

t:,rkota, maka TPKK sudah bisa melakukan pelaksanaan kegiatan dengan cara
*engopti ma I ka n pem berdayaa n masya ra kat sete m pat.

-a -hal yang perlu diperhatikan TPKK, adalah :

r TPKK menyiapkan kelompok kerja untuk pelaksanaan pekerjaan ;
: TPKK menyiapkan dokumen administrasi secara lengkap dan memadai

sesuai peraturan yang berlaku ;

: TPKK mengajukan usulan uang panjar kepada Bendahara Tim teknis

Kecamatan ;

: TPKK melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

I' tingkat kecamatan, selama pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring

3n pengendalian pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan keuangan.

TEKANISME PENYALURAN ANGGARAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Adapun mekanisme pengusulan rencana kerja dan besarnya anggaran

h sebagai berikut :

Partisipatif Kota Kediri



-n Pelaksana Kegiatan Kelurahan mengajukan permintaan uang panjar yang

fampiri :

?- Usulan Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja yang telah

disetujui walikota.

:- Dokumen administrasi sesuai peraturan pengelolaan keuangan daerah

yang berlaku.

: rtas pengajuan permintaan uang panjar dari TPKK selanjutnya dihkukan

srgujianlverifikasi oleh Tim Teknis Kecamatan.

1 lnggaran untuk pelaksanaan pembangunan partisipatif berasal dari APBD Kota

Gdiri dan swadaya masyarakat.

Anggaran pelaksanaan pembangunan partisipasif disalurkan kepada

s-rahan melalui kecamatan dengan mekanisme sebagai berikut :

L Rncairan Anggaran

Camat selaku pengguna anggaran kegiatan pembangunan paftisipatif

Sapat mencairkan anggaran dari APBD Kota Kediri dengan ketentuan sebagai

rrikut :

3. Pencairan anggaran dilakukan secara bertahap, yaitu :

- Pencairan Tahap I, sebesar 50o/o dari total anggaran paket kegiatan yang

diajukan TPKK ;

- Pencairan Tahap II, sebesar 50o/o dari total paket kegiatan setelah

penggunaan anggaran tahap pertama untuk pelaksanaan kegiatan

mencapai 90o/o.

b. Pencairan anggaran melalui proses sesuai ketentuan peraturan pengelolaan

keuangan daerah yang berlaku.

L Penyaluran Anggaran

e' Tahap Peftama (tahap I)

Jumlah anggaran yang dapat disalurkan adalah 50o/o dari total anggaran

paket kegiatan yang telah ditetapkan dengan menyerahkan kelengkapan

dokumen sebagai berikut :

1) Berita Acara Pembayaran dan Penyaluran Anggaran (BA-PPA);

t#argunan Paftisipatif Kota Kediri 8



- Rencana Kerja Kegiatan (RKK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

: Kwitansi Penerimaan Tahap I;
r Surat Pernyataan Kesanggupan membayar Pajak atas pengunaan

anggaran Tahap I;

: Kelengkapan tersebut diatas diserahkan dalam rangkap 3 (tiga).

Tahap Kedua (tahap II)

Jumlah anggaran yang disalurkan adalah 50o/o dari total anggaran paket
(€ciatan. Penarikan Tahap Ke-2 hanya boleh dibkukan jika penggunaan

rggaran Tahap Pertama untuk pelaksanaan kegiatan telah mencapai 9Oo/o,

=ngan memperhatikan realisasi pencapaian kegiatan, dan menyerahkan
(erengkapan dokumen sebagai berikut:

: Menyampaikan surat Pertanggungjawaban (sPJ) penggunaan anggaran

Tahap Pertama, yang terdiri dari :

a) Buku Kas Umum (BKU) penggunaan anggaran tahap I ;
b) Kuitansi pembayaran bermaterai cukup ;
c) Nota Pembelian barang ;

d) Tanda Bukti Setoran Pajak.

I Berita Acara Pembayaran dan Penyaluran Anggaran (BA-ppA) ;
: Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Proyek Tahap I (sp4 Tahap I) ;
: Kwitansi Penerimaan Tahap II ;

: surat Pernyataan Kesanggupan membayar pajak penggunaan anggaran

tahap II ;

:. Kelengkapan tersebut diatas diserahkan dalam rangkap 3 (tiga).

9\atgunan Partisiptif Kota Kediri
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HEIGNISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN ANGGARAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN

APBD Kota Kediri

KAS DAERAH

TIM TEKNIS KECAMATAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN

Pengajuan anggaran
Aliran anggaran

PELAPORAN

Koordinasi dan persetujuan

baporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui

ngan proses pelaksanaan kegiatan di kelurahan, mulai dari tahap

, perencanaan dan pelaksanaan. Laporan kegiatan ini dilaksanakan

plur struktural, yaitu dimulai Tim Pelaksana Kelurahan menyusun dan

paikan laporan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan di

ya setiap tanggal 5 bulan berikutnya kepada Walikota melalui Tim

asi Kota Kediri.

ETAfl GG U NG-JAWABAN KEGIATAN

Setelah kegiatan yang menjadi tanggung jawab TPKK selesai dilaksanakan,

m: -PKK menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kota

{lrnr -relalui Camat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- rekerjaan fisik diserahkan kepada Pemerintah Kota Kediri dengan

Cilengkapi SP-4 (Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Proyek);

TIM KOORDINASI KOTA

tucAann Pamisipatif Kota Kediri l0



N DAN PENGEMBANGAN

4-bangunan paftisipatif kota Kediri pada dasarnya dalam rangka untuk

partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di wilayahnya

=anjutnya untuk pemeliharaan dan

jawab masyarakat setempat,

ngan lebih lanjut melalui swadaya

pelestarian hasil kegiatan menjadi

dan jika memungkinkan dilakukan

masyarakat.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

TOR KEBERHASILAN PROGRAM

.:berhasilan program pembangunan paftisipatif kota Kediri, dapat dinilai

=r- lemperhatikan hal-hal sebagai berikut :

=- -a elemen masyarakat kelurahan dilibatkan dalam program ini mulai

:rGaoan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, hingga

:r,;embangan kegiatan pembangunan kelurahan.

:-r:rrtas kegiatan ditentukan sendiri oleh kelurahan, berdasarkan kesepakatan

*?-Jd masyarakat di masing-masing kelurahan.

\-rl€drdn pelaksanaan pembangunan paftisipatif diterima langsung oleh

-asyarakat melalui Camat, sesuai usulan yang telah disetujui oleh Tim

t.:,:rdinasi Kota Kediri.

- --'lrmasi tentang rencana dan pelaksanaan program dapat diketahui oleh

:,^ak-oihak terkait.

ITORING

Monitoring dimaksud agar diperoleh gambaran tentang kesesuaian antara

y'rr3''rd dengan pelaksanaan, serta pencapaian indikator keberhasilan

F- fangunan partisipatif .

Kegiatan yang harus dimonitoring mencakup :

- ;enetapan sasaran ;

\tarytnan Partisipatif Kota Kediri l l



, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan;

seluruh proses pelaksanaan kegiatan ;

n masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan ;

keberhasilan kegiatan.

Sd.rasi dilakukan secara berkala melalui:

ffiGnrran dengan tim pelaksana kegiatan, tim teknis dan pihak-pihak terkait.

@enan dan analisa laPoran.

rfiasi lapangan dan suPeruisi.

hm,fiilan dan penanganan atas pengaduan masyarakat yg langsung maupun

rEx berbagai media.

Sganan Pamisipatif Kota Kediri t2



LAMPIRAN II PERATURAN
NOMOR
TANGGAL

WALIKOTA KEDIRI
TAHUN 2OO7

CONTOH FORMULIR
PENATAUSAHAAN PEMBANGUNAN

PARTISIPATIF KOTA KEDIRI

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA

2007

3fugunn Partisipatif Kota Kediri



LAMPIRAN I PERATURAN
NOMOR
TANGGAL

WALIKOTA KEDIRI
TAHUN 2OO7

PETUNJUK TEKNIS
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

KOTA KEDIRI

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA

2007

2*rgunan Partisipatif Kota Kediri



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

KELURAHAN |  . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . r
KECAMATAN |  . . . . . . . . . r r r r . r r . r . . . r . . . t

KOTA

%da hari  ini ,  . . . . . . . . . . . .  tanggal . . . .  bulan tahun telah
Musyawarah Pembangunan Partisipatif Kelurahan

dan berlangsung sesuai dengan susunanacara pada

Pembangunan Partisipatif Kelurahan dimaksud, dipimpin
dan dihadiri oleh orang peserta, sebagaimana daftar

=nebut pada Lampiran II, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

Orang

Setelah memperhatikan Srzt \ Hcta lt|qrcr 414l l4L9.l6lm7 W ..
trf,fl, BXarg Hni*Tdcb btbtglul kGitr Kdrdul, serta paparan dari

EE tml telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :
Sokat dan sanggup untuk melaksanakan Pembangunan Partisipasi Kelurahan

dari mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan,
ETpwasan, dan pelestarian hasil pembangunan tersebut pasca pelaksanaan.
l:rrlihan dan penbeftJsr Tnn Hdsm lcgbbt Kdmltn untuk melaksanakan
qntan Pembangunan Partisipatif. (Lampiran III)
e=rn:sunan jadwal kegiatan Pembangunan Partisipatif Kelurahan.(Lampiran
-a

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang
relrgguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

Fgasi RT / RW

-!!er Perangkat Desa/Kelurahan

H dari kelompok-kelompok
qEtannya dalam skala Kelurahan,

: -Pt1 Kelurahan

: Tokoh masyarakat

Mengetahui,
GPAI-A KELUMHAN

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orang
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orang

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orang

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orang

Kediri, 200. .

KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELUMHAN



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

KELURAHAN !  . . . . . . . . . .
KECAMATAN !  . . . . . . . . .
KOTA a I  r  at  r  aa r  aa aa a aa a l l  l l  r  a a a ra I

'a iapat

NAMA ALAMAT PEKER]AAN TANDA TANGAN

2 3 4 5

Kediri, 200. .

KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN



binator
Egota

Empok Kerja II

hinator
Epob

Mengetahui,
IEPAI.A KELURAHAN

Kediri, 200. .

KETUA LEMBAGA PEMBERDAYMN
MASYAMKAT KELURAHAN

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN TIM PELAIGANA KEGIATAN

KELURAHAN !  . . . , , . . . . . r . . . . , , . . r r r r r r . .

KECAMATAN :
KOTA :

Pada hari ini, ............ tanggal .... bulan tahun telah
Musyawarah Pembangunan Partisipatif Kelurahan

di............, dan telah diseBakati Tim Pelaksana KegiatanKelurahan
susunan sebagai berikut :

ng jawab Kepala Kelurahan

Ketua

. . . . . . . . . . . . . . .  * )

Kerja I *) Pekerjaan.
Lokasi RT... .  RW .. . .

Pekerjaan
Lokasi RT .... RW ....

I
I .  r . r . . r r r . .

4r  .  r  r  r  r  r . . . . .

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang
untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

1.
2.

TPKK disesua ilcan denga n
setempat fuik jumlah seksi

jumlah Pokja.



f ADWAI r:qIA t At{ Fr}f tAt{otrilAt tAt I lalFAilIt
KELURAHAT{ :
KECAMATAN :
KOTA :

NO NAMA POICA PEKERJAAN VOLUME LOKASI
WAKTU

PELAKSANAAN

ANGGARAN
KETERANGAN

APBD KOTA SWADAYA TOTAL
1 2 3 4 5 o 7 B 9 10

1

2

3

4

62

62

62

RT..RW

RT..RW

RT..RW

sld

sld

sld

dst

Mengetahui,
KEPALA KELURAHAN

Kediri, 200. .

KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELUMHAN



KOP KECAMATAN / KELURAHAN

KEPUTUSAN .
NOMOR: . . .  TAHUN 2AO7

TENTANG
PEHBENTUKAN TIM PELAKSANA KELURAHAN . . I

T.DITEKNISKECAMATAN. T T T .- PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

:4. o.;r, ;;;,nu; ;.;'o.nnu*u,un penyerenssaraan
Pembangunan Partisipatif di kecamatan/kelurahan. . . . .

. yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan/
tata laksana pendanaan, dan kualitas pengendalian di
bawah tanggung jawab ;
bahwa, dalam rangka mempertajam proses pelaksanaan
pembangunan partisipatif yang mengutamakan
pemberdayaan masyarakat sesuai kemampuannya, maka
perlu upaya peningkatan kualitas pengorganisasian dan
pengendalian sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dalam Keputusan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4a37);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Walikota Nomor Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri
Tahun

:  1.

: 1. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor
4[4.21996.D/PMD, tanggal 22 Juli 2004 Perihal
Manajemen Pembangunan Partisipatif di Desa/Kelurahan
dan Kecamatan ;

2. Surat Walikota Nomor 4141. . .l4t9.6U2AA7 tanggal . ,
Februari 2A07 perihal Petunjuk Teknis Pembangunan
Partisipatif Kota Kediri.

b.

c.

2.

3.

4.



I
. !

3. Hasil Musyawarah PembangunanPartisipatif Kelurahan .
pada tanggal

MEMUTUSKAN ;

Deangan Keputusan ini membentuk Tim Pelaksana
Kelurahan . . /TimTeknisKecamatan
Tahun ., dengan susunan anggota sebagaimana
terlampir dalam keputusan ini.
Tim Pelaksana Kelurahan . . . . I Tim Teknis Kecamatan . . .

. sebagaiamana dimaksud dalam diktum KESATU
Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1.  .  .  .  .  .
2. . . . . .
(mengutip tugas/fungsi sebagaimana termuat dalam
Lampiran I Surat Walikota tanggal . . Februari 2007 perihal
Petunjuk Teknis Pembangunan Partisipatif Kota Kediri)
Biaya akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri, serta
swadaya masyarakat.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan atau
berlaku selama satu tahun anggaran.
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kediri
200. .

KEPALA KELURAHAN / CAMAT



T

TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA

: Penting
: 1 (satu) eks.
: Persetujuan Renc Kerja TPKK

dan RAB.

Mengetahui,
KEPAI.A KELUMHAN

Kediri, 200 . .

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Kediri

di
KEDIRI

Kediri, 200. .

TIM PELAKSANA KEGIATAN
KELURAHAN

Ketua,

Sehubungan dengan telah tercapainya kesepakatan
penyusunan Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja
dalammusyawarahTimPe|aksanaKegiatanKelurahan
Kecamatan pada tanggal . . bulan tahun 200 . .,
maka kami mengajukan permohonan persetujuan Rencana Kerja
Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja.
Sebagai bahan kelengkapan dokumen administrasi kami sertakan :
a. Gambar teknis
b. Denah Lokasi dan dokumentasi (foto) kondisi 0olo.
c. Perkiraan jumlah partisipasi masyarakat kelurahan yang

ditetapkan dalam musyawarah.

Demikian permohonan ini kami buat dengan harapan agar
Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja tersebut
mendapat persetujuan, dan anggaran tahap I dapat segera
tercairkan, guna kelancaran pekerjaan Pembangunan Partisipatif di
kelurahan kami.

tErgetahui,
TfrT



Kepada Yth.
Bend. Pengeluaran (Tim Teknis Kecamatan)

Nama Kecamatan
di-

Kediri

q'€€n pelaksanaan kegiatan, dengan ini kami mengajukan Permintaan Panjar

Stimulan Pembangunan Desa
Pavingisasijalan RT 5 RW 6 Kelurahan X
Rp.. . . . .  . . . . . ( terbi1an9.. . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . )

sebagai berikut:

tftngetahui
r€rna Lurah

Nama
NIP

Kelurahan . . . . . . ,  . . .Bulan 2007

Yang Meminta
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

Nama

{rfirrnasidgn
<ecamatan



tr,XU PENATAUSAHAATTI ATAS PET{GELUARAN

BUKU KAS UMUM
TIM TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN

KELURAHAN .. . . . . .

.z)
?1

-'rr (egratan

tEEiar
:-lan lalu/ tanggal
s: r.lian/ tanggal

n 
-!gar

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

200..
-Bs-

tanggal  . . . . . . . . . . . . . . .
Bendahara Pelaksana Kegiatan

(Tanda tangan)

(nama lenqkap)

NIP.

Rp.
Rp.
Rp.

Mengetahui,
-m Pelaksana Kegiatan

(Tanda tangan)

(nama lenqkap)

: j|9 c€ngan nomor urut sesuai tanggal penerimaan kas dan atau pengeluaran kas (SPJ)
: * Cengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
: G dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas (lihat kode rek waktu pemberian panjar)
. * clengan uraian kegiatan (Pavingisasi jalan RT 5 RW 6 Kelurahan X
! * dengan jumlah rupiah penerimaan kas
i * dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.



TIM PELAKSANA KEGIATAN
KELURAHAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PANJAR (SPJ)
PANJARTAHAP:l /  l l

$nm*L,a- ;e'nbangunan Desa
rrrn'rrtr=s :alan RT 5 RW 6 Kelurahan X

x i , - r :  \ :  .  Tanggal  -  )  Rp.. . . . . . . . . .  . .
fF l{ - r  3-kt i  Ter lampir)  Rp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lmr '  **c;  xe Bendahara Pengeluaran'1 Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,(h[D :.;;:-.9 Uraian Panjar (Rp) Pertanggungjawaban
(Rp) Sisa (Rp)

3 4 t

Jumlah

,hiiriilllrff

Enmrn brf,+ -aran
I] iiilinr -+-s (a-matan)

Ke|urahan, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

tirmr
flllF

Nama



I
N.rnrd Krrt lntntr  : ' , l l t rn,1r| | |  | r | | rLrnnnn lr . .nd
Nama Sub Keg :  Mlsal PavlnglsaslJalan Rl 5 RW 6
Nama TPPK :  . . . . . . . . . . . .

No.
Urut

JENIS DAN RINCIAN BEI-ANJA
PAGU ANGGAMN

(Rp)
REALISASI KEGIATAN (RP) SISA PAGU

ANGGARAN (Rp)s.d. bulan lalu Bulan ini s.d. Bulan ini
1 2 3 4 5 6=4+5 7=3-6

1 Belania Tenaqa Keria 5.000.000,00
onoKos Tukano 4.500.000,00
uDan Penoawas 500.000,00

1 Belanja Barang 10.500.000,00
Semen 4.500.000.00

- Pavino 5.000,000,00
- Pasir 1.000.000.00

Menyetujui
Ketua Teknis Kecamatan

Mengetahui
Lurah

Kelurahan . . . . . . .T91
Ketua Tim Pelaksanan Kegiatan

(nama lengkap) (nama lengkap) (nama lengkap)
NIP, NIP

CARA PENGISIAN:
1, Kolom 1 diisi dengan nomor urut atas kegiatan
2. Kolom 2 diisi dengan jenis dan rincian belanja atas kegiatan
3. Kolom 3 diisidengan pagu anggaran atas kegiatan yg disetujui
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah realisasi kegiatan untuk pengeluaran s.d. bulan lalu
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah realisasi kegiatan untuk pengeluaran bulan ini
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah realisasi kegiatan untuk pengeluaran s.d. bulan ini
- Kolom 7 diisi dengan jumlah rupiah saldo pagu anggaran.


